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Executive Summary

-P2 adalah bumi dan/atau
Hak Atas Tanah dan

. SKPD yang memiliki
kewenanga" memungu’f pajak daerah belum seluruhnya objek pajak PBB-P2
jitetapkan sebagai objek pajak PBB yang telah memperoleh Hak atas tanah
janjatau bangunan, maka proyek perubahan yang diusulkan adalah

“Optimalisasi
pengelolaan Pajak  PBB-

P2 melalui Penetapan Nomor Objek Pajak PBB
gersamaan dengan Pelayanan Validasi BPHTB »

fujuan Proyek Perubahan adalah Terlaksananya Penetapan Nomor Objek Pajak

pgB bersamaan dengan pelayanan validasi BPHTR dan penagihan pajak PBB di
Kota Bekasi.:

Proyek perubahan ini terdiri dari 8 tahapan (milestones), yaitu:

1).
persiapan; 2) Melakukan inventarisasi

dan pengkajian aturan 3) Menghimpun dan
pengolahan data; 4) Penyusunan rancangan draft Peraturan Wali; 5)

draft Peraturan Wali Kota; 6) Sosialisasi:

dan 8) Terlaksananya e—SP-PT PBB..

Pembahasan
7) Terlaksananya penagihan pajak PBB:

Harapan yang ingin dicapai dari proyek perubahan adalah pertama Tersedianya
'egulasi  tentang Penetapan Nomor Objek Pajak PBB bersamaan dengan
Pelayanan Validasi BPHTB; kedua Terlaksananya Penetapan Nomor objek Pajak
PBB bersamaan dengan pelayanan Validasi BPHTB ketiga Penagihan Piutang PBB
Melaui SPPT PBB tahun berjalan dengan menginformasikan pembayaran pajak PBB

tahun-tahun sebeiumnya: dan keempat Pencetakan dan pendistribusian SPPT
PBR Secara elektronik_
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